BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang didasarkan perjanjian
arbitrase.®®* Dengan terbentuknya perjanjian arbitrase tersebut, maka sudah
terbentuklah sebuah kekuatan yang mengikat, sehingga Pengadilan Negeri tidak
berwenang untuk mengadili sengketa diantara para pihak yang bersengketa. 3%
Sengketa yang diselsaikan melalui arbitrase mengeluarkan sebuah putusan yang
bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak.>*®
Atas putusan arbitrase tersebut, tidak dapat diajukan banding, kasasi, ataupun

peninjauan kembali.>’

Sebuah putusan arbitrase memiliki kedudukan yang sejajar serta kekuatan
hukum yang sama dengan putusan hakim pada pengadilan.*® Namun demikian,
pada sisi lain norma hukum arbitrase juga menganut standar ganda. Putusan
arbitrase yang telah jelas kedudukan, status keberadaan, serta kekuatan
hukumnya, secara tegas diposisikan sebagai putusan yang masih sangat
tergantung pada kewenangan Pengadilan Negeri.®*® Putusan arbitrase yang
bersifat final dan mengikat, sangat bergantung kepada Pengadilan Negeri ketika
ingin dilaksanakan atau dibatalkan. Hal ini sebenarnya dapat dimengerti
mengingat diperlukannya kontrol negara agar terhindarnya ketidakadilan serta
kesewenang-wenangan dalam sebuah putusan arbitrase.3®° Pengadilan memiliki
peran untuk mengontrol dan memeriksa, guna menjaga kualitas daripada
putusan arbitrase itu sendiri. Pembatalan putusan arbitrase yang dapat dilakukan
di Indonesia memang sudah sewajarnya demikian karena alasan-alasan diatas

dan hal ini sebenarnya dapat ditemukan di negara manapun. 3!
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Pembatalan putusan arbitrase tersebut diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase
dan APS. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar diajukannya permohonan
adalah:%%2

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,

yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Dua dari tiga alasan yang tercantum dalam Pasal 70, yakni adanya surat atau
dokumen palsu dan adanya tipu muslihat bernafaskan hukum pidana3®?
sehingga pengaturan mengenai kedua hal tersebut juga diatur dalam hukum

pidana.

Sesuai dengan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan atau Hakim
tidak boleh menolak untuk memeriksa satu perkara dengan alasan bahwa
hukum mengenai perkara itu tidak ada atau tidak jelas (asas non-liquet).3%4
Dalam keadaan, tidak ditemukannya atau tidak jelasnya ketentuan yang ada,
hakim dapat melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dan tidak hanya
sekedar melakukan penerapan hukum.3% Peraturan hukum bersifat abstrak dan
pasif. Abstrak karena umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan
akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret dan abstrak karena
memerlukan rangsangan agar dapat aktif, agar dapat diterapkan pada peristiwa

yang cocok.3%

Salah satu cara melakukan penemuan hukum adalah dengan melakukan

penafsiran atau interpretasi. Terdapat beberapa macam interpretasi yang dapat
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digunakan oleh hakim dan juga profesi-profesi sarjana hukum lainnya.®*’
Bahwa dalam mengartikan dokumen atau surat palsu dan tipu muslihat dalam
UU Arbitrase dan APS, dengan menggunakan interpretasi yang saling
mendukung, dalam hal ini interpretasi bahasa, historis, dan juga sistematis,
maka kedua unsur tersebut dapat dimengerti. Tidak dapat dipungkiri bahwa
undang-undang memiliki sifat keterkaitan dan berhububungan dengan
peraturan-peraturan lain dan tidak ada undang-undang yang berdiri lepas sama
sekali dari keseluruhan perundang-undangan.®®® Perbuatan pidana yang
tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS juga diatur dalam KUHP.
Unsur-unsur yang mengandung sifat pidana dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan
APS dapat dikatakan merujuk pada KUHP. Perbuatan-perbuatan pidana yang
tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS dapat dimengerti lebih lanjut
dalam pasal-pasal yang terkait dalam KUHP.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan ke Pengadilan Negeri.
Proses pemeriksaan dan pembuktian permohonan pembatalan putusan arbitrase
akan tunduk kepada ketentuan hukum perdata pada umumnya,®®® mengingat
bahwa arbitrase merupakan bagian daripada ranah perdata. Hal ini
menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan pembatalan putusan arbitrase
yang dilakukan berdasarkan perbuatan pidana yang tercantum dalam Pasal 70
UU Arbitrase dan APS? Berdasarkan perbandingan diantara hukum acara
perdata dan hukum acara pidana dalam bab sebelumnya, terlihat adanya
perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Berdasarkan teori, untuk
membuktikan perbuatan pidana diperlukan pemeriksaan dan pembuktian

berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam praktik pembatalan putusan arbitrase (berdasarkan Putusan No.
332/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST dan Putusan No.
66/PDT.G/2020/PN.BTM), hakim tetap memutuskan perkara menggunakan

pemeriksaan dan pembuktian hukum acara perdata biasa tanpa adanya putusan

367 |d, him 219
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pidana yang telah berkukatan hukum tetap. Hal ini sudah sesuai dengan Putusan
MK Nomor 15/PUU-XI1/2014, yang menegaskan bahwa untuk mengajukan
Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, hanya cukup adanya “dugaan”.
Sejalan dengan Putusan MK tersebut, terdapat Putusan MA Nomor 327
B/Pdt.Sus-Arbt/2021 yang menegaskan tidak perlunya putusan pengadilan
tersendiri terhadap alasan pembatalan putusan arbitrase, seluruhnya diserahkan

kepada majelis hakim yang memeriksa permohonan pembatalan.

Pada praktiknya tidak terdapat permasalahan, namun sebenaranya menurut
penulis terdapat permasalahan dalam praktik dan juga Putusan MK yang
membatalkan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Tidak dapat
dipungkuri terdapat perbedaan sifat yang mendasar diantara hukum acara
perdata dan hukum pidana. Perbuatan pidana yang ada seharusnya dibuktikan
melalui pemeriksaan secara pidana, akan menjadi tidak adil apabila adanya
perbuatan pidana yang tidak diperiksa menggunakan hukum acara pidana.
Putusan MK tersebut membuka kemungkinan yang semakin besar lagi
dilakukannya ketidaktaatan asas. Atas permasalahan ini, penulis tidak akan
membahas lebih lanjut. Penulis hanya berpendapat/memberikan catatan adanya

permasalahan yang sebenarnya dapat dibahas lebih lanjut.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada penulisan hukum ini, maka
penulis memiliki beberapa saran yang menurut penulis bermanfaat bagi hukum
di Indonesia. Saran penulis adalah:

1. Untuk memberikan pengcualian bagi alasan-alasan pembatalan putusan
arbitrase yang merupakan perbuatan pidana agar dibuktikan terlebih
dahulu secara tersendiri. Alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan terlebih
dahulu melalui pengadilan dengan menggunakan hukum acara pidana. Hal
ini guna tidak terlanggarnya asas sebagaimana dapat terjadi apabila
perbuatan pidana diperiksa dengan menggunakan hukum acara perdata.

2. Sehubungan dengan saran yang pertama, Pasal 71 UU Arbitrase dan APS

yang memberikan jangka waktu selama 30 hari untuk melakukan
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permohonan pembatalan putusan arbitrase sejak didaftarkannya putusan
dapat dikecualikan pada kedua alasan pembatalan yang merupakan
perbuatan pidana. Hal ini guna memberikan jangka waktu yang cukup bagi
pemohon untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan pidana yang ingin
dijadikan dasar alasan pembatalan putusan arbitrase.
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